
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bentuk pengawasan 

terhadap peredran rokok ilegal menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai di 

Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai, penulis 

dapat menyimpulkan bahwa: 

Bentuk-bentuk pengawasan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 

Cukai Tipe Madya Pabean C Labuan Bajo berdasarkan pasal 17, pasal 39, pasal 35 

dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, Upaya Pengawasan yang 

dilakukan aparat Bea dan Cukai bersifat administratif maupun fisik, adapun dalam 

pasal 30 ayat 2 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai Nomor P-17/BC/2020 

Tentang Tatalaksana Pengawasan,  yaitu: Patroli darat dan laut barang kena cukai 

hasil tembakau, operasi pasar barang kena cukai hasil tembakau, operasi gempur 

rokok ilegal, operasi bersama yang merupakan kegiatan pemanfaatan Dana bagi 

hasil cukai hasil tembakau (DBH-CHT) yang dilakukan bersama pemerintah 

daerah. Akan tetapi pengawasan yang dilakukan kurang optimal, dikarenakan 

masih minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum Cukai ilegal kemudian 

jumlah aparat yang dimiliki oleh Bea dan Cukai Labuan Bajo tidak sebanding 

dengan luas wilayah kerja dari Bea dan Cukai Labuan Bajo serta faktor geografis. 



Sehingga dalam menerapkan pasal 17, 39, 35 dan pasal 40 Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 

Tentang Cukai serta pasal 30 ayat 2 Peraturan Direktur Jendral Bea dan Cukai 

Nomor P-17/BC/2020 Tentang Tatalaksana Pengawasan belum dilakukan dengan 

baik. Akibatnya masih sering terjadi praktek jual beli rokok ilegal di wilayah 

manggarai khususnya di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong serta masih 

kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Kantor Bea dan Cukai Labuan 

Bajo, sehingga banyak masyarakat yang belum memahami ciri-ciri serta dampak 

dari rokok ilegal. Peredaran rokok ilegal ini akan memberi dampak negatif terhadap 

masyarakat serta berpengaruh terhadap penerimaan negara dari pajak cukai rokok 

dan mengancam kehidupan sosial masyarakat. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas adapun saran yang dapat di kemukakan 

penulis sebagai berikut: 

1. Untuk Kepala Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai Tipe  

Madya Pabean C  Labuan  Bajo sebagai instansi yang berwenang dalam 

mengawasi peredaran rokok ilegal agar menambah jumblah pos pengawasan 

Bea dan Cukai pada daerah yang rawan akan keluar masuknya para pengedar 

rokok ilegal khususnya di Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong 

Kabupaten Manggarai. 

2. Untuk Kepala Kantor  Pengawasan  dan  Pelayanan  Bea  dan  Cukai Tipe  

Madya Pabean C  Labuan  Bajo, diharapkan dapat lebih sering memberikan 

penyuluhan hukum terhadap masyarakat agar masyarakat paham dan 



mengerti tentang hukum cukai agar dapat lebih mudah melakukan 

pemantauan serta pengawasan terhadap rokok ilegal, seperti melakukan 

sosialisasi di sekolah-sekolah supaya memberi pemahaman sejak dini kepada 

siswa mengenai dampak dari rokok ilegal. 

3. Untuk Direktorat Jendral Bea dan Cukai, agar melakukan penambahan 

jumlah personil pada seksi Penindakan dan Penyidikan (P2) agar pelaksaan 

pengawasan dapat berjalan lebih optimal sehingga dapat membantu 

pencapaian target penerimaan negara. 
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